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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  

 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Sumatera Barat 2016 - 2021 telah ditetapkan pada tanggal      September 2016 melalui 

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor : 050/19/DISKOP- UMKM/IX/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.  Dengan terbitnya: 

a.  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Suunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 ), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 128) 

b.  Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Keduaukan, Susunan 

Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah.   

 Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan review 

dan revisi terhadap RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 

2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka 

dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.  

 

 Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2016 - 2021, sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup : 

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi 

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran SKPD 

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja 

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan 

 

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan dan menyusun  Rencana Strategis 
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SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan Renstra 

SKPD merupakan bagian perencanaan pembangunan nasional seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan 

nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh 

Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah untuk urusan koperasi dan UMKM merupakan 

urusan wajin non pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota. Secara teknis penyusunan Renstra Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 

merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk 

mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 

pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa 

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.  

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM di daerah, 

diperlukan suatu dokumen perencanaan serta sistem pembinaan yang konseptual, 

terarah dan efektif yang menuntun para aparat pembina bekerja. Oleh karena itu 

penting adanya suatu pola yang akan dapat dijadikan acuan umum penyusunan 

program kerja agar kegiatan-kegiatan pembangunan koperasi dan UKM dapat lebih 

berhasil mendukung  
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pencapaian kinerja pembangunan daerah. Salah satu bentuk pola acuan 

perencanaan tersebut adalah penyusunan dokumen “Rencana Strategis“, yang 

akan dapat dijadikan arahan dan pegangan dalam pengembangan program – 

program pembangunan koperasi dan UKM, sebagai dasar penyusunan Rencana 

Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

Renstra Dinas Koperasi, UKM merupakan salah satu perangkat dasar 

pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang 

koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan adanya Renstra 

Dinas Koperasi, UKM ini, diharapkan Dinas Koperasi, UKM mampu 

mengoptimalkan peranannya dalam menunjang kegiatan pembangunan secara 

keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. 

Dalam rangka keselarasan dan sinkronisasi penyusunan program kerja 

pembangunan koperasi dan UMKM pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat disusun dengan mempedomani Renstra Kementerian Koperasi dan 

UKM RI. Disamping itu, agar pencapaian sasaran strategis lima tahun ke depan 

dapat tercapai harus didukung oleh pencapaian sasaran strategis yang dimuat 

dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dilakukan 

sinkronisasi terhadap program-program pembangunan koperasi dan UMKM di 

Kabupaten/Kota. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada 

dasarnya memiliki landasan formil dan materil sebagai dasar hukumnya.  

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 



 

 

 4 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat; 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi 

Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat  Tahun 

2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) 

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. 



 

 

 5 

 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 6 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; 

22. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Npmor : 02/KEP/M.KUMKM/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penerimaan 

Program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan 

UKM Tahun 2018 

 

Landasan Materilnya adalah masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat 

para aparat unit kerja Dinas Koperasi,  UKM  Provinsi Sumatera Barat serta instansi 

terkait baik pusat maupun daerah. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan  

1.3.1. Maksud  

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penyusunan dokumen 

Renstra Dinas Koperasi. UKM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan 

kebijakan taktis strategi lima tahunan yang merupakan suatu proses berorientasi 

outcome (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) 

tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur 

pertanggungjawaban anggaran setiap akhir tahun.  

 

1.3.2. Tujuan 

Adapun  tujuan penyusunan Renstra  Dinas Koperasi,  UKM ini   adalah :  

a. Untuk menetapkan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program serta 

kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun. 

b. Untuk menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana kerja serta 

perencanaan penganggaran lima tahunan. 

c.  Sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat dalam penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya 

operasional dan rinci. 

d.  Untuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan 

program pembangunan dan tolak ukur evaluasi keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan koperasi dan UMKM. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dan landasan hukum 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2016-2021 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,  UKM PROVINSI 

SUMATERA BARAT 

Menjelaskan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan 

kelengkapan, tupoksi dan sistem prosedur pada Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Sumatera Barat 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Menjelaskan tentang kinerja pelayanan, kelemahan dan kekuatan 

internal, peluang dan tantangan eksternal, dan rumusan permasalahan 

strategis  

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas 

Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun. 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Menjelaskan tentang program dan kegiatan SKPD, pagu indikatif  

dan indikasi sumber pendanaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera 

Barat selama lima tahun. 

 

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI 

SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

 Menjelaskan tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,  UKM  

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8  Tahun 2016 tentang 

Pembentukan  dan Susunan  Perangkat Daerah  Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah adalah 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas 

Pokok dan Fungsi ,  sebagai  berikut  : 

1) Perumusan  kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah. 



 

 

 8 

 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah. 

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup 

Provinsi dan Kabupaten/Kota 

4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas 

5) Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas 

dan fungsinya. 

  

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada 

Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah : 

1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.  

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : 

(a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas 

(b) penyelenggaraaan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan Dinas  

(c) Penyelenggaraan pengelolan urusan keuangan, umum dan kepegawaian. 

 

2) Bidang Perizinan dan Kelembagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi  

3) Untuk menyelengarakan tugas  Bidang Perizinan dan  Kelembagaan  mempunyai 

fungsi : 

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan 

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknsi, pembinaan dan evaluasi di 

bidang kelembagaan  

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data 

koperasi  

 

4) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengawasn, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi. 
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Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan  mempunyai 

fungsi : 

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian  

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknsi, pembinaan dan pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan 

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi  

 

5) Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan 

koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm  koperasi, 

pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.  

 Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai 

fungsi : 

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi  

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi 

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan  pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan 

koperasi  

6)  Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang  pemberdayaan 

usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan 

usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan. 

  Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan 

Menengah mempunyai fungsi :  

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil 

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan 

usaha kecil 

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan  pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan 
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7) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi: 

(a)  penyusunan rencana pembangunan teknsi operasional pendidikan dan latihan 

koperasi 

(b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi 

(c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan 

(d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi 

(e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang 

pendidikan dan latihan koperasi 

(f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan 

dan latihan koperasi 

(g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD 

Adapun  struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretariat, yang membawahi : 

a. Sub. Bagian Tata Usaha 

b. Sub. Bagian Keuangan 

c. Sub. Bagian Program 

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi : 

a. Seksi  Perizinan 

b. Seksi Kelembagaan 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

4. Bidang Peengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi : 

a.  Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi  

b.  Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 

c.  Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi. 

5. Bidang Pemberdayan Koperasi, yang membawahi:  

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 

b. Seksi  Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 
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6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi: 

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil 

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil 

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 

 

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/8953/SJ perihal 

Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Perturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Sumatera Barat tnggal 29 Desember 2017, maka struktur organisasi  UPTD 

Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Propinsi Sumatera Barat, terdiri 

atas : 

 

a. Kepala UPTD 

b. Kasubag Tata Usaha 

c. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan 

d. Kasi Penyelenggaraan Diklat 
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STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOPERASI  UKM PROVINSI SUMATERA BARAT 

(Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Prov. 

Sumatera Barat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN 

PROGRAM 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

 
BIDANG PERIZINAN DAN 

KELEMBAGAAN 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

BIDANG 

PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

KOPERASI 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

USAHA KECIL 

SEKSI PERIZINAN 

SEKSI MONITORING, 

EVALUASI, PELAPORAN 

DAN DATA KOPERASI 

SEKSI KELEMBAGAAN 

SEKSI PENILAIAN 

KESEHATAN KOPERASI 

SEKSI PEMERIKSAAN 

KELEMBAGAAN DAN 

USAHA KOPERASI  

SEKSI PENERAPAN 

PERATURAN DAN 

SANKSI 

SEKSI PENGEMBANGAN, 

PENGUATAN DAN 

PERLINDUNGAN KOPERASI 

SEKSI PENINGKATAN 

KUALITAS SDM KOPERASI 

SEKSI FASILITASI USAHA 

KOPERASI 

SEKSI PENINGKATAN 

KUALITAS KEWIRAUSAHAAN 

SEKSI PENGEMBANGAN, 

PENGUATAN DAN 

PERLINDUNGAN USAHA 

KECIL 

SEKSI FASILITASI USAHA KECIL 

UPTD Balai 

Pendidikan dan 

Latihan Koperasi 
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2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM  

2.2.1 Sumberdaya Manusia 

Jumlah pegawai di Dinas Koperasi, UKM sebanyak 75orang dengan latar 

belakang pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 27 orang, D3 

sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 33 orang, SLTP sebanyak 0 orang 

dan SD sebanyak 0 orang. 

Jabatan struktural eselon II, III dan IV sebanyak 25 dan jabatan fungsional 

tertentu sebanyak 3 orang yang terdiri dari penyuluh perindustrian dan 

perdagangan sebanyak 1 orang, arsiparis sebanyak 1 orang dan widyaiswara 

sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. 
Kualifikasi Pendidikan Pegawai 

 

 Pendidikan 

 SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JML 
 

PNS 
 
0 

 
0 

 
33 

 
5 

 
27 

 
10 

 
- 

 
75 

Non PNS         

JUMLAH 
ORANG 

 
0 

 
0 

 
33 

 
5 

 
27 

 
10 

 
- 

 
75 

 
 

Tabel 2. 
Kualifikasi Pangkat dan golongan 

 

JENIS  
KEPEGAWAIAN  

 
GOL. I 

 
GOL. II 

 
GOL.III 

 
GOL.IV 

 
JUMLAH 

 
PNS 

 
0 

 
9 

 
52 

 
14 

 
75 

PTT/HONOR 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

JUMLAH 
ORANG 

 
0 

 
9 

 
52 

 
14 

 
75 
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J A B A T A N 

ESELON II ESELON III ESELON IV 
FUNGSIONA

L 
JUMLAH 

1 6 18 3 30 

 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana 

Berikut sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, 

UKM Provinsi Sumatera Barat : 

a. Tanah  

No Nama/ Jenis Tahun Ukuran   

Urut Barang Perole- Barang/ Satuan Ket 

  han kontruksi   

   (P,S,D)   

1 
Tanah 

Perkantoran 
1992 2,935 M2 

Jl. Khatib Sulaiman No. 11 
Belanti Timur Padang 

2 
Tanah 

Perumahan 
1993 1,819 M2 

Jl. Sawo Simpang Jalan 
Bunda Ulak Karang 

3 
Tanah 

Perkantoran 
1978 1,500 M2 

Jl. S Parman No 211 Ulak 
Karang Padang 

4 Tanah Mess 1994 1,175 M2 
Jl. S Parman No 238 Ulak 

Karang Padang 

5 
Tanah 

Perumahan 
1994 194 M2 

Jl. Linggarjati No 21-A 
Parupuk Tabing Padang 

 

b. Bangunan 

No Nama/ Jenis Tahun Ukuran   

Urut Barang Perole- Barang/ Satuan Ket 

  han kontruksi   

1 
Bangunan 

Kantor 
1992 

P Bertingakat 
2 lt 1.350 M2 

Unit 
Jl.Kh. Sulaiman No. 11 

Pdg 

2 
Bangunan 

Kantor 
Koperasi 

1995 P 35 M2 Unit 
Jl.Kh. Sulaiman No. 11 

Pdg 

3 
Bangunan 

Kantor Blkg 
1996 P 24 M2 Unit 

Jl.Kh. Sulaiman No. 11 
Pdg 

4 
Bangunan 
Musholla 

1992 P 35 M2 Unit 
Jl.Kh. Sulaiman No. 11 

Pdg 

5 
Bangunan 

Rmh Tinggal 
1994 P 18 M2 Unit 

Jl.Kh. Sulaiman No. 11 
Pdg 

6 
Bangunan 
Rmh Dinas 

1982 P 97 M2 Unit 
Jl. Sawo Sp. Jl Bunda 

Ulak Karang Pdg 



 

 

 15 

 

7 
Bangunan 

Kantor 
1990 P 684 M2 Unit 

Jl. S. Parman No 211 
U.Krg Pdg 

8 
Bangunan 

Kantor Blkg 
1990 P 82,5 M2 Unit 

Jl. S. Parman No 238 
U.Krg Pdg 

9 
Bangunan 

Garase dan 
Gudang 

1990 P 75 M2 Unit 
Jl. S. Parman No 238 

U.Krg Pdg 

10 
Bangunan 
Musholla 

1990 P 37 M2 Unit 
Jl. S. Parman No 238 

U.Krg Pdg 

11 
Bangunan 

Mess 
1995 P 648 M2 Unit 

Jl. S. Parman No 238 
U.Krg Pdg 

12 
Bangunan 

Rumah 
Dinas 

1995 P 62 M2 Unit 
Jl. Linggar Jati No 21-A 

perupuk tab Pdg 

c. Kendaraan dinas 

No Merk/   

Urut Type Tahun Satuan 

  Perolehan  

    

1 Nisan/ Terano 2004 1 Unit 

2 Isuzu Panther Grand Touring 2012 1 Unit 

3 Innova 2013 1 Unit 

4 Kendaraan Roda Dua Hodan Black 2014 1 Unit 

5 Kendaraan Roda Dua Scoopy 2014 3 Unit 

 

d. Peralatan kantor 

No Nama Barang 
Tahun 

Jumlah 
Perolehan 

1 Meja Kerja Staf 
2010, 2012, 2014, 

2015 21 Unit 

2 Kursi Kerja Staf 2005, 2014, 2015 37 Unit 

3 Meja Eselon III 2013 4 Unit 

4 Kursi Kerja Eselon III 2013 4 Unit 

5 AC Split 2012,2015 10 Unit 

6 Ac Standing 2014, 2015 4 Unit 

7 Komputer 

2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 

2015 29 Unit 

8 Printer 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 31 Unit 

9 Filing Cabinet 
2009, 2010, 2011, 

2012, 2016 26 Unit 

10 Almari Besi 2012, 2014, 2015 9 Unit 

11 Almari Buku 2014 3 Unit 

12 Laptop 
2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 13 Unit 

13 Mesin Absensi 2013 2 Unit 

14 Kursi Rapat 2005, 2012 80 Unit 

15 LCD Proyektor 
2008, 2011, 2012, 

2015 5 Unit 
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16 Mesi Tik 
2008, 2010, 2011, 

2012 13 Unit 

17 Genset 2007, 2010 3 Unit 

18 Pompa Air 2010, 2015 2 Unit 

19 Brankas 2010 1 Unit 

20 Kulkas 2010, 2015 4 Unit 

21 Lemari Arsip 2014 2 Unit 

22 Wireless 2010, 2015 3 Unit 

23 Sound System 2007, 2012 2 Unit 

24 Meja Rapat 2004, 2005 16 Unit 

25 Televisi 2005, 2013, 2015 5 unit 

26 Kamera 2013, 2015 2 unit 

28 Mic Conference 2015 2 unit 

29 Mesin Penghancur kertas 2016 2 Unit 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM 

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi,  UKM Provinsi Sumatera Barat dapat 

dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis bidang koperasi 

dan UMKM selama periode Rencana Strategis tahun 2010-2015. 

Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang 

sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka 

mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.  

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai 

dengan Rencana Strategis Dinas  Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan target pada indikator kinerja dapat 

disampaikan capaian kinerja pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.1 
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM 

Tahun 2011 – 2015 
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Pencapaian kinerja Dinas Koperasi,  UKM Provinsi Sumatera Barat 

sesuai dengan Rencana Strategis Dinas  Koperasi,  UMKM Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan target pada indikator 

kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.   Indikator kinerja jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya 

dengan   target  41 unit pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah 

tercapai sebanyak 54 unit. Pencapaian ini disebabkan dukungan dari 

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota.  

2.    Indikator kinerja jumlah koperasi yang bersertifikasi dengan terget 5 

unit tahun 2011 hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 20 unit. 

Pencapaian ini disebabkan adanya program sertifikasi bagi pengelola 

koperasi yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi 

Nasional. Serifikasi bagi koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi pengelola koperasi khususnya koperasi pengelola jasa 

keuangan.  

3.    Indikator Kinerja penurunan koperasi tidak aktif dengan target 2% 

pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 1,80%. 

Pencapaian ini disebabkan adanya penumbuhan koperasi baru dan 

pembubaran koperasi serta kegiatan pembenahan koperasi tidak aktif 

dengan cara pendampingan, bedah kasus, penyuluhan dll. 

4.    Indikator kinerja jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel 

dengan target 20 koperasi. Pada tahun 2011, hingga tahun 2013 

telah tercapai sebanyak 66 koperasi.Pencapaian ini didukung oleh 

kegiatan penilaian koperasi berprestasi /koperasi award mulai dari 

tingkat Kabupaten /Kota, Provinsi dan tingakat Pusat. 

5.    Indikator kinerja jumlah pengelola koperasi dan LKM yang dilatih 

dengan target 200 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah 

tercapai sebanyak 587 orang. Pencapaian ini didukung oleh program 

pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan UMKM di 

Kab/Kota 

6.    Indikator kinerja jumlah aparatur pembina yang yang dilatih dengan 

target120 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2012 tercapai 

sebanyak 270 orang. Namun pada tahun 2013 target jumlah aparatur 
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pembina yang dilatih sebanyak 360 orang tidak dapat direalisasikan 

karena program/kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak 

dialokasikan karena keterbatasan alokasi anggaran. 

7.    Indikator kinerja jumlah UMK yang yang dilatih dengan target 180 

orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 

387 orang. Pencapaian ini didukung oleh program /pendidikan dan 

pelatihan bagi UMK. 

8.    Indikator kinerja jumlah PKL yang diberi bantuan modal dengan 

target 9000 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai 

sebanyak 11.930 orang. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan 

pemberian modal bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berintegrasi 

pada koperasi. Tujuan pemberian bantuan modal bagi PKL adalah 

untuk meningkatkan permodalan dalam mengembangkan usaha. 

9.    Indikator kinerja jumlah UMK yang difasilitasi 190 UMK pada tahun 

2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 1.131 UMK. 

Pencapaian ini didukung oleh kegiatan pemberdayaan, kemitraan, 

promosi dan pemasaran, peningkatan akses permodalan, penguatan 

kelembagaan, bantuan prasarana prasarana, dan bantuan sertifikat 

halal. 

10.  Indikator kinerja jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS yang berperan  dalam 

pembiayaan dengan target 36 koperasi pada tahun 2011, hingga 

tahun 2013 telah tercapai sebanyak 52 koperasi. Pencapaian ini 

didukung oleh program bantuan permodalan dari kementerian 

Koperasi dan UKM RI.   

11.  Indikator kinerja jumlah UMKMK yang bermitra dengan lembaga 

pembiayaan dan BUMN dengan target 17% pada tahun 2011, hingga 

tahun 2013 telah tercapai sebanyak 22,80%. Pencapaian ini 

didukung melalui kegiatan peningkatan permodalan UMKM dengan 

lembaga keuangan bank atau non bank dan BUMN / PKBL. 

12.  Indikator kinerja jumlah koperasi yang berperan dalam sektor riil 

dengan target 15 unit pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah 

tercapai sebanyak 30 unit. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan 
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bantuan prasarana dan sarana, bimbingan teknis terhadap koperasi 

sektor riil. 

Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LAKIP pada tahun 2014, perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap sasaran strategis dan indikor kinerja 

dari yang semula berorientasi out put dirubah menjadi orientasi out come 

atau hasil. Penyempunaan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut 

juga dilakukan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2010-

2015, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerja disempurnakan 

untuk target kinerja tahun  2014-2015. Capaian kinerja Renstra Dinas 

Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah direvisi sesuai 

hasil pembahasan dengan Kementerian  PAN dan RB sebagai berikut : 

1.    Indikator kinerja prosentase koperasi aktif dengan target 70% pada 

tahun 2014,  tercapai sebesar 69,88%. Pencapaian ini tidak 

mencapai target disebabkan masih banyaknya koperasi yang tidak 

melaksanakan RAT. 

2.    Indikator kinerja presentase peningkatan tingkat kesehatan USP/KSP 

dengan target 31% pada tahun 2014 telah tercapai 40,5% pada tahun 

2015. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan Kementerian 

Koperasi dan UKM RI dan disebabkan semakin baiknya pengelolaan 

usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan yang berlaku 

3.    Indikator kinerja presentase peningkatan tingkat kesehatan USP/KSP 

dengan target 31% pada tahun 2014 telah tercapai 40,5% pada tahun 

2015. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan Kementerian 

Koperasi dan UKM RI dan disebabkan semakin baiknya pengelolaan 

usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

4.    Indikator presentase peningkatan volume usaha dengan target 15% 

pada tahun 2015 dan terealisasi sebesar 9,74%. Pencapaian 

realisasi yang dibawah target disebabkan faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi volume usaha koperasi seperti 

fluktuasi harga sawit, keterbatasan permodalan, inflasi dan tidak 

adanya bantuan hibah dari pemerintah.   

5.    Indikator presentase UMKM yang mempunyai legalitas usaha dengan 

target 35% pada tahun 2014 telah tercapai sebesar 60,4% pada 
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tahun 2015. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan bantuan 

sertifikasi halal, bantuan merk, IUMKM 

6.    Indikator presentase UMKM binaan yang mengakses permodalan ke 

perbankkan /BUMN dengan target 30% pada tahun 2014, tercapai 

pada tahun 2015 sebesar 9,55%. Penurunan pencapaian ini 

disebabkan revisi target pada tahun 2015 menjadi sebesar 9%. 

7.    Indikator presentase UMK  yang bermitra dengan target sebesar 40% 

pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar 50,1%. Pencapaian ini 

disebabkan adanya dukungan kegiatan temu mitra baik di Provinsi 

maupun di luar provinsi. 

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 

2012-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan 

kimitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 

mengembangkan koperasi dan UMKM.  

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2012 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.2 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, UMKM 
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Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor koperasi dan UMKM dalam 5 

tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan berikut  : 

1. Perkembangan Koperasi dan UMKM 

Perkembangan koperasi dan UMKM hingga tahun 2015, 

menunjukan trend cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata setiap 

tahunnya 1-2%. Begitu juga halnya dengan jumlah koperasi aktif 

serta koperasi yang melaksanakan RAT mengalami peningkatan 

rata-rata sebesar 2 %, kondisi ini antara lain disebabkan karena 

pembina di Propinsi dan Kab/Kota selalu berupaya meningkatkan 

koperasi akif dan melaksanakan RAT melalui sosialisasi, 

penyuluhan serta pendampingan kepada koperasi tersebut. 

Perkembangan koperasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.3 
PERKEMBANGAN KOPERASI DI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2011-2015 

              

                  Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar 

Jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 3.892 

unit dengan rincian koperasi aktif sebanyak 2.723 unit dan koperasi tidak 
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aktif sebanyak 1.169 unit. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selalu 

berupaya menurunkan jumlah koperasi tidak aktf. Upaya-upaya yang telah 

dilakukan antara lain penyuluhan terhadap koperasi tidak aktif di 

Kab/Kota, pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif. Dalam tahun 

2016 direncanakan akan dilakukan upaya peningkatan persentase 

koperasi aktif melalui pembubaran terhadap koperasi primer dan sekunder 

propinsi. 

Perkembangan koperasi aktif dan anggota koperasi selama periode 2011-

2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

Grafik 1.  Perkembangan Koperasi aktif dan anggota koperasi tahun 2011-2015 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah 3,595 3,743 3,789 3,747 3,807 3,892

Koperasi Aktif 2,319 2,482 2,628 2,641 2,628 2,723

Koperasi tidak aktif 1,276 1,261 1,161 1,106 1,179 1,169

3,595 
3,743 3,789 3,747 3,807 3,892 

2,319 
2,482 

2,628 2,641 2,628 2,723 

1,276 1,261 1,161 1,106 1,179 1,169 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

P E R K E MB ANGAN  KO PER ASI  TA H UN 2 0 1 0 -2 0 1 5

Jumlah Koperasi Aktif Koperasi tidak aktif

 

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar 

Faktor-faktor pendukung maju suatu koperasi adalah  modal, asset, 

volume usaha dan SHU. Perkembangan modal sendiri, modal luar dan 

asset koperasi dari tahun 2011-2016 cukup mengalami peningkatan. 

Namun apabila dilihat dari segi volume usaha dan SHU terlihat bahwa 

pada tahun 2011-2014 terdapat peningkatan volume usaha dan SHU 

sedangkan tahun 2015 sedikit mengalami penurunan. 
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Faktor penyebab rendahnya volume usaha dan SHU koperasi adalah : 1) 

terjadinya inflasi pada tahun 2015 yang berakibat produk 

pertanian/perkebunan mengalamai penurunan harga; 2) sesuai evaluasi 

Kemendagri bantuan modal dan sarana usaha bagi koperasi yang tidak 

bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan bantuan hibah kepada 

masyarakat;3) peningkatan hasil produk koperasi yang bergerak di sektor 

ril dipengaruhi oleh tingkat persaingan dan harga pasar yang kompetitif.  

Perkembangan kinerja usaha koperasi selama periode tahun 2011-2015 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari perkembangan 

modal, volume usaha dan SHU. Pertumbuhan modal sendiri rata-rata 

sebesar 15 % dan modal luar rata-rata sebesar 4,5 %. Pertumbuhan 

volume usaha rata-rata sebesar 3,9 % dan SHU rata-rata sebesar 0,5 %.  

Dari tingkat kesehatan usaha simpan pinjam, juga menunjukkan kinerja 

yang cukup baik. Hal ini disebabkan makin meningkatnya pemahaman 

pengelola usaha simpan pinjam koperasi tentang aturan simpan pinjam.  

Perkembangan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini : 

Grafik 2. Tingkat Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi/KSP 

Tahun 2011-2015 

 

Perkembangan  modal, asset, volume usaha dan SHU pada Propinsi 

Sumatera Barat tahun 2011- 2015 terlihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.4 
PERKEMBANGAN MODAL, ASSET,  

VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI DI SUMATERA BARAT 
TAHUN 2011 – 2015 

 

 

  Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar 

 

Selanjutnya perkembangan kinerja usaha koperasi dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini : 
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Grafik3. Perkembangan Modal, Volume Usaha, Aset dan SHU Koperasi tahun 

2011-2015 

 

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar 

 

Jumlah UMKM menurut Sensus ekonomi 2006 berjumlah 501.410 unit, yang 

terdiri dari mikro sebanyak 423.280 unit, kecil sebanyak 74.410 unit, dan 

menengah sebanyak 3.720 unit.  

UMKM Unggulan di Provinsi Sumatera Barat dengan produk antara lain : 

• Makanan ringan dan minuman (Rendang, produk makanan ringan dari 

umbi-umbian) 

• Songket 

• Sulaman dan bordiran 

Potensi lain yang perlu kita perhatikan adalah: 

• Kopi yang di produksi di Kabupaten Pasaman (kopi matahari dan kopi 

gunung pasaman), Kopi di Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. 

Pesisir Selatan. 

• Kacang Tanah. 

• Produksi kacang tanah tersebut di beberapa kabupaten seperti 

Pasaman, Agam (matur), Tanah Datar dan Kab. Solok Selatan. 

• Songket. (Kab. Tanah datar/pandai sikek, Kab. Limapuluh Kota/ 

Halaban dan Kubang, Kota Sawahlunto/Silungkang, Kab. 

Sijunjung/Unggan) 
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• Sulaman (Kab. Pesisir selata/ sulaman bayangan, Kab. Agam, Kab. 

Padang Pariaman) 

 

Dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah Propinsi Sumatera 

Barat, telah menyalurkan bantuan perkuatan modal bagi PKL dari tahun 2008 

sampai tahun 2014. Jumlah PKL yang telah diregister dan dibantu perkuatan 

modal melalui koperasi sebanyak 12.875 PKL melalui 179 Koperasi dengan 

total bantuan sebesar Rp 11,118 milyar.   

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

Sumatera Barat untuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil dan 

menengah, antara lain : pengembangan UMKM kawasan pariwisata/kawasan 

agribisnis, pembinaan Sentra/Kawasan produk kerajinan UMKM, bantuan 

Pendaftaran Merk/Halal, Haki, Promosi melalui pameran dan media on line, 

penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil, mendorong dan memfasilitasi akses 

KUR, Registrasi PKL, bantuan Kemasan dan Branding produk, pelatihan bagi 

UMKM, dll. 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, 

UMKM 

Tantangan pengembangan koperasi dan UMKM ke depan antara lain 

yaitu menjadikan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan 

yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian 

daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap 

pengembangan koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM 

bertujuan untuk  memberikan motivasi dan meningkatkan semangat 

berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu, koperasi harus bisa 

mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan 

kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara 

pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinwil dan pemangku kepentingan lainnya. 

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi 

,UKM Provinsi Sumatera Barat juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti 

sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kabupaten/Kota. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terhadap Renstra Kabupaten/Kota dan 

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.5 
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM terhadap  

Renstra Kab/Kota dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 

 

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran 
Renstra SKPD 

Sasaran pada 
Renstra Kab/Kota 

Sasaran pada 
Renstra K/L 

1. Presentase 
koperasi aktif 

Meningkatnya 
koperasi aktif 

Meningkatnya 
koperasi aktif 

Meningkatnya iklim 
usaha yang kondusif 
bagi koperasi dan 
UMKM 

2. Presentase 
peningkatan 
usaha simpan 
pinjam 

Meningkatnya 
tingkat kesehatan 
USP/KSP 

Meningkatnya 
tingkat kesehatan 
USP/KSP 

Meningkatnya 
kelembagaan 
koperasi 

3. Presentase 
peningkatan 
volume usaha 

Meningkatnya 
volume usaha 
koperasi 

Meningkatnya 
volume usaha 
koperasi 

Meningkatnya 
perkembangan 
produk dan 
pemasaran koperasi 

4. Presentase 
UMKM Binaan 
yang mempunyai 
legalitas usaha 

Meningkatnya 
UMKM binaan 
yang mempunyai 
legalitas usaha 

Meningkatnya 
UMKM binaan yang 
mempunyai legalitas 
usaha 

Meningkatnya daya 
saing UMKM binaan 

5. Presentase 
UMKM yang 
mengakses 
permodalan ke 
perbankkan / 
BUMN 

Meningkatnya 
UMKM yang 
mengakses 
permodalan ke 
perbankkan/BUMN 

Meningkatnya 
UMKM yang 
mengakses 
permodalan ke 
perbankkan/BUMN 

Meningkatnya akses 
pada sumber daya 
produktif 

6. Presentase 
UMKM yang 
bermitra 

Meningkatnya 
UMKM yang 
bermitra 

Meningkatnya 
UMKM yang 
bermitra 

Meningkatnya 
pemasaran UMKM 
yang bermitra 

 
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang 

dimiliki, maka tantangan dan peluang pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi 

Sumatera Barat lima tahun ke depan sebagai berikut : 

 

2.4.1.Tantangan 

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM 

- Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini menjadi 

tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat 

untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota koperasi dan 

pelaku-pelaku UMKM serta kelompok-kelompok produktif lainnya 

- Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini menjadi 

tantangan bagi DInas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat 

untuk meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kegiatan 

usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif anggota. 

1. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM 
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- Pertumbuhan volume usaha koperasi menjadi tantangan bagi Dinas 

Koperasi dan UMKM, karena masih rendahnya kinerja usaha 

koperasi sektor riil. 

2. Peningkatan daya saing produk  koperasi dan UMKM 

- Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan 

bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat baik dari 

segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan 

UMKM. 

3. Peningkatan  skala usaha UMKM 

- Pertumbuhan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Sumbar karena sulitnya tumbuh usaha mikro 

menjadi usaha skala yang lebih besar atau naik kelas. 

 

2.4.2 Peluang 

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM 

- Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan 

mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang 

produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.  

2. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM 

- Kebersamaan dalam pengelolaan koperasi akan mengurangi resiko 

persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap 

pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil. 

3. Peningkatan daya saing produk  koperasi dan UMKM 

- Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia 

akan menjadi peluang bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.  

4. Peningkatan  skala usaha UMKM 

- Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus 

dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha. 
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BAB III 
 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

 
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

SKPD 

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum 

didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya 

sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM 

tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM 

dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta 

rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang 

demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar 

untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang 

meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan 

faktor produksi. 

 Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha 

yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) 

ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang 

mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, 

dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan 

persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas 

instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih 

munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk 

pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM 

sebagai sumber pendapatan asli daerah. 

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah 

utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak 

berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat 

sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses 

dari lembaga keuangan perbankan. 

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi 

adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai 

badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang 

unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang 

memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling 
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benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi 

dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan  oleh 

pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi 

perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. 

 

Sesuai dengan Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010, dalam perumusan isu-isu 

strategis berdasarkan tugas dan fungsi memerlukan beberapa informasi antara 

lain : hasil analisa gambaran pelayanan SKPD dan hasil analisis komparasi 

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi. 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

Aspek 

Kajian 

Capaian/Kondisi 

Saat Ini 

Standar 

Yang 

Digunakan 

Faktor Yang Mempengaruhi  

Internal 

(Kewenangan 

SKPD) 

Eksternal 

(Diluar 

Kewenangan 

SKPD) 

Permasalahan 

Pelayanan 

SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Hasil 

Analisa 

Gambaran 

Pelayanan 

SKPD 

Meningkatnya 

jumlah koperasi 

aktif 

IKK Masih 

rendahnya 

kualitas 

kelembagaan 

koperasi 

Persaingan 

usaha  

Masih 

terbatasnya 

jumlah SDM 

yang kompeten 

tentang 

perkoperasian 

 Meningkatnya 

volume usaha 

koperasi 

IKK Masih 

rendahnya 

kualitas, 

produktifitas dan 

pemasaran 

produk koperasi 

Perdagangan 

bebas  

 Data koperasi 

yang belum 

akurat dan 

update 

 Masih 

terbatasnya 

bantuan dan 

fasilitasi 

dalam 

peningkatan 

kinerja usaha 

koperasi 

 Meningkatnya 

permodalan 

koperasi 

IKK Pemupukan 

modal sendiri 

dan kerjasama 

Lembaga 

keuangan 

formal lainnya  

 Data koperasi 

yang belum 

akurat dan 
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dengan 

lembaga 

keuangan 

lainnya belum 

optimal 

update 

 Masih 

terbatasnya 

bantuan dan 

fasilitasi 

dalam 

peningkatan 

permodalan 

koperasi 

 

 Meningkatnya 

daya saing dan 

pemasaran 

produk UMKM 

 Masih 

rendahnya 

kemampuan 

manajerial dan 

kewirausahaan 

UMKM 

Globalisasi 

perdagangan 

 Masih 

terbatasnya 

bantuan dan 

fasilitasi 

dalam 

peningkatan 

pembiayaan, 

pemasaran, 

standarisasi 

bagi UMKM 

 Masih 

terbatasnya 

kompetensi  

pelaku UMKM 

Hasil 

analisa 

Renstra K/L 

dan Renstra 

Provinsi 

Peningkatan 

jumlah dan peran 

koperasi dan 

UMKM dalam 

perekonomian 

 Peran koperasi 

dan UMKM 

belum optimal 

dalam 

perekonomian 

Iklim usaha 

yang lebih 

berpihak 

kepada 

koperasi dan 

UMKM 

 Masih 

terbatasnya 

SDM yang 

kompeten 

dalam 

pembinaan 

koperasi dan 

UMKM 

 Masih 

terbatasnya 

bantuan dan 

fasilitasi 

dalam 

peningkatan 

pembiayaan, 

pemasaran, 

standarisasi 

bagi UMKM 

 Peningkatan daya 

saing Koperasi 

dan UMKM 

 Masih 

rendahnya daya 

saing koperasi 

Perdagangan 

bebas 

 Masih 

terbatasnya 

bantuan dan 
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dan UMKM fasilitasi 

dalam 

peningkatan 

pembiayaan, 

pemasaran, 

standarisasi 

bagi KUMKM 

 

Disamping permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, 

UKM, dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM juga 

perlu memperhatikan perkembangan baik ditingkat regional, nasional, maupun 

internasional. 

Identifikasi permasalahan di tingkat regional, nasional dan internasional dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.2 

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

 

No Isu Strategis 

Dinamika Internasional Dinamika 

Nasional 

Dinamika Regional/Lokal 

1 Globalisasi perdagangan 

(khususnya AEC) 

Daya saing 

Indonesia masih 

di bawah 

Singapura, 

Malaysia dan 

Thailand 

Daya saing Sumatera Barat masih 

dibawah… 

2 Koperasi berstandar 

internasional 

Koperasi 

nasional belum 

banyak yang 

berkelas 

internasional 

Koperasi di Sumatera Barat belum 

ada yang termasuk koperasi skala 

besar tingkat internasional 

3 Pertumbuhan ekonomi dunia Pertumbuhan 

ekonomi 

nasional 

Peran koperasi dan UMKM dalam 

perekonomian 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2016-2021 

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah  

: Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera  
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Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan 

dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:  

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan 

berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak 

Basandi Kitabullah” 

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional 

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, 

berkharakter, dan berkualitas tinggi. 

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan yang 

tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan 

daerah 

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel. 3.3 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

VISI     :   Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan  Sejahtera 

No Misi dan Program 

KDH dan wakil KDH 

Terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi 4: Meningkatkan 

ekonomi masyarakat 

berbasis kerakyatan 

yang tangguh, 

produktif, dan 

berdaya saing  

regional dan global, 

dengan 

mengoptimalkan 

pemanfaatan 

Sumberdaya 

Masih banyaknya 

koperasi yang 

tidak 

melaksanakan 

administrasi 

sesuai aturan 

yang berlaku. 

 

Masih terbatasnya 

kemampuan 

pengurus dan 

pengelola 

koperasi. 

Komitmen dari 

pemerintah 

provinsi dan 

kab/kota untuk 

melakukan 

pembinaan dan 

menciptakan iklim 

yang kondusif 

bagi koperasi. 

Masih banyaknya 

KSP yang belum 

Masih terbatasnya 

kemampuan 

Komitmen dari 

pemerintah 
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Pembangunan 

Daerah 

Program : 

1. Peningkatan kualitas 

kelembagaan 

koperasi 

2. Peningkatan dan 

pengembang an  

daya saing koperasi 

3. Peningkatan dan 

pengembangan daya 

saing UMKM 

 

memahami aturan 

simpan pinjam 

koperasi. 

 

pengurus dan 

pengelola 

koperasi. 

provinsi dan 

kab/kota dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap USP -

Kop/KSP 

Masih rendahnya 

penerapan sistem 

berbasis IT pada 

KUMKM 

Masih terbatasnya 

kualitas SDM 

KUMKM dalam 

penguasaan IT. 

Dukungan 

program tata 

kelola koperasi 

berbasis sistem 

informasi 

teknologi 

Masih terbatasnya 

jangkauan 

pemasaran produk 

KUMKM. 

 

Masih kurangnya 

pelatihan 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi 

pemasaran dan 

terbatasnya akses 

pemasaran 

Dukungan 

pemerintah 

provinsi dan 

kab/kota dalam 

peningkatan 

akses pemasaran 

produk KUMKM 

Masih rendahnya 

daya saing produk 

KUMKM. 

Masih terbatasnya 

kemampuan 

KUMKM dalam 

meningkatan 

kualitas produk 

yang dihasilkan 

Dukungan dari 

pemerintah pusat, 

provinsi dan 

kab/kota dalam 

peningkatan 

kualitas produk 

KUMKM 

  Masih terbatasnya 

permodalan dan 

akses KUMKM ke 

sumber daya 

produktif. 

 

Masih banyaknya 

KUMKM yang 

belum bankable. 

Dukungan 

pemerintah 

provinsi dan 

kab/kota dalam 

memberikan 

jaminan kredit, 

pemupukan modal 

sendiri dan 

peningkatan 

akses ke lembaga 

keuangan lainnya. 
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI  

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2020 

diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden terpilih 

periode 2014-2019 sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019 

yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong “. Pencapaian visi presiden 

tersebut oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk 

mendukung pelaksanaan misi pembangunan nasional, yaitu : 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan 

dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan 

pada :  

 perbaikan kualitas hidup masyarakat 

 pengurangan ketimpangan 

 peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah bawah dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan diharapkan dapat 

membangun dimensi pemerataan dan kewilayahan yang mencakup 

dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan 

antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan Kementerian Koperasi dan 

UKM , yaitu “ Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan 

berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan 

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirain, 

koperasi dan keterpaduan. 

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM 

RI Tahun 2015-2019 dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain: 

1. peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, 

teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran didalam dan 

luar negeri. 

2. peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya 

3. peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem 

pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, 

pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi 

pasar dan kemitraan. 
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4. penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal diberbagai 

sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat 

5. penguatan kaderisasi koperasi terutama dikalangan generasi muda 

dan kelompok produktif lainnya 

6. peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan 

perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta 

peningkatan kesempatan, kepastiian dan perlindungan usaha 

7. peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah 

yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya. 

Tujuan, Sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM 

RI dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel. 3.4 
Tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan  

Kementerian Koperasi dan UKM RI 
 

TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

Terciptanya 
koperasi dan 
UMKM dalam 
perluasan 
kesempatan kerja 
serta pemerataan 
pendapatan 
 
 

Meningkatnya jumlah tenaga 
kerja yang berasal dari pelaku 
Koperasi dan UMKM 

Meningkatkan 
produktifiitas, kelayakan 
dan nilai tambah UMKM 
dan koperasi sehingga 
mampu tumbuh ke 
skala yang lebih besar 
(naik kelas) dan 
berdaya saing 

Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 

 

Meningkatnya jumlah, skala 
dan kapasitas usaha koperasi 
dan UMKM 

Peningkatan akses 
pembiayaan dan 
perluasan skema 
pembiayaam 

 

Meningkatnya pendapatan  
masyarakat dan pelaku 
UMKM 

Peningkatan nilai 
tambah produk dan 
jangkauan pemasaran 

Terwujudnya 
koperasi dan 
UMKM dalam 
mendorong 
pertumbuhan 
ekonomi serta 
pengentasan 
kemiskinan 

 

Terwujudnya tata kelola 
organisasi dan kinerja 
Koperasi yang profesional, 
kredibel dan akuntabel 

Penguatan 
kelembagaan usaha 

Terwujudnya wirausaha dari 
pelaku UMKM yang tangguh 
dan mandiri 

Kemudahan, kepastian 
dan perlindungan 
usaha 

Meningkatnya UMKM dalam 
berkontribusi pada 
perekonomian daerah dan 
nasional 

Meningkatnya Koperasi dan 
UMKM dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 

Terwujudnya 
Kementerian 
Koperasi dan 
UKM yang 
profesional dan 
berkinerja tinggi 

 

Kapasitas organisasi 
Kementerian Koperasi dan 
UKM 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Sesuai dengan Peraturan Daerah  Provinsi Sumatera Barat Nomor 

13 Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2012-2032 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan 

rencana struktur ruang wilayah  Provinsi serta penetapan kawasan 

strategis Provinsi, maka dalam penyusunan kebijakan koperasi dan 

UMKM,  Dinas Koperasi dan UMKM Provinsin Sumatera Barat senantiasa 

memperhatikan potensi daerah yang ada dan kawasan-kawasan strategis 

untuk mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan 

perekonomian daerah. 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan 

ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan 

pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. 

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, 

perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, 

berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana 

yang sudah ditetapkan.  

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak 

berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan 

pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera 

Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis 

terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan 

penataan ruang wilayah.  

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: ”Terwujudnya 

Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 

Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap 

Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara 

Berkelanjutan” 

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan 

berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah, 

diantaranya: 
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1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah 

utara dan selatan serta pusat dan pinggiran (central and fringe area); 

2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya 

dukung wilayah; 

3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan 

sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah; 

4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan; 

5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, 

dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan 

provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa 

kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk 

Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota 

Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, 

dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau 

beberapa kecamatan; 

6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam 

rangka menunjang perkembangan wilayah; 

7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam 

secara terpadu dengan provinsi berbatasan; dan 

8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung 

pengembangan ekonomi daerah. 

 

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang 

mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan 

pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya 

prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan 

kegiatan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tidak 

ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup.  
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Tabel 3.5 
 Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat 

No Telaahan 
Permasalahan 

Pelayanan  

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Implikasi RTRW Tidak terdapat 
permasalahan 
karena Dinas 
Koperasi dan 
UMKM 
merupakan 
perangkat daerah 
yang 
melaksanakan 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
berpedoman pada 
RTRW 

1.RTRW belum 
sepenuhnya 
dijadikan acuan 
dalam 
pelaksanaan 
pembangunan  

2.Kajian lingkungan 
hidup dalam 
RTRW baru 
sampai muatan 
daya dukung dan 
daya tampung 
lingkungan 

 

Dukungan 
penataan 
kawasan 
ekonomi 
strategis dalam 
pembangunan 
koperasi dan 
UMKM 

2. Implikasi KLHS Tidak terdapat 
program kegiatan 
yang berdampak 
negatif terhadap 
lingkungan 

Kapasitas SDM 
yang memahami 
KLHS dan regulasi 
KLHS terbatas  
 

Peraturan yang 
mewajibkan 
penyusunan 
KLHS untuk 
setiap dokumen 
perencanaan  

 

 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Penentuan isu-isu strategis sesuai dengan hasil telaahan permasalahan 

internal dan eksternal sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

dengan 5 kritera dan bobot criteria sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 3.6 

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis 

No Kriteria Bobot 

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 

pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra 

provinsi/kabupaten/kota 

25 

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 25 

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20 

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15 

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk 

ditangani 

15 

 Total 100 

 

Penentuan criteria dan pembobotan criteria pada tabel di atas akan dilakukan 

penilaian untuk masing-masing isu strategis dengan skala criteria 1 sampai 
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dengan 5 sehingga bisa diketahu nilai total dari masing-masing isu strategis. 

Nilai total dari isu strategis tersebut selanjutnya akan dihitung rata-rata nilai isu 

strategis, sehingga dapat diurutkan nilai rata-rata isu strategis dari yang 

tertinggi sampai yang terendah. Berdasarkan nilai isu strategis tersebut dapat 

ditentukan prioritas isu strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan dan program. 

Nilai Skala kriteria Isu-Isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.7 

Nilai Skala Kriteria 

 

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total 

Skor 1 2 3 4 5 

0.25 0.25 0.20 0.15 0.15 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Kualitas kelembagaan koperasi perlu 

ditingkatkan 

5 5 4 4 4 4.50 

2 Kinerja usaha koperasi sektor riil dan 

usaha simpan pinjam koperasi perlu 

ditingkatkan 

5 5 4 4 3 4.35 

3 SDM koperasi dan UMKM perlu 

ditingkatkan 

4 5 4 3 3 3.95 

4 Akses permodalan bagi Koperasi dan 

UMKM perlu ditingkatkan 

4 4 4 4 3 3.75 

5 Kapasitas usaha dan daya saing 

UMKM perlu ditingkatkan 

5 5 3 4 3 4.35 

6 Database koperasi dan UMKM perlu 

ditingkatkan agar lebih akurat, update 

dan valid 

5 5 3 3 4 4.15 

7 Globalisasi perdagangan khususnya 

AEC 

4 4 3 3 3 3.50 

8 Koperasi skala besar berskala nasional 4 4 3 4 4 3.80 

9 Pengembangan produk unggulan 

daerah yang dikelola koperasi 

5 5 3 3 3 4.00 

10 Kualitas infrastruktur perlu ditingkatkan 3 3 4 3 3 3.20 

 

 

Sesuai dengan hasil scoring pada tabel di atas, dapat ditentukan lima isu 

strategis utama yaitu : 

1. Kualitas kelembagaan koperasi perlu ditingkatkan 

2. Kinerja usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi 

perlu ditingkatkan 
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3. Kapasitas usaha dan daya saing UMKM perlu ditingkatkan 

4. Database koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan agar lebih akurat, 

update dan valid 

5. Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1 Visi dan Misi  
 

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang 

menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, serta indikasi 

daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan 

permasalahan secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan 

kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas utama. 

Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Rencana Strategis 

harus menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan. Kemana 

arah pembangunan suatu unit oerganisasi  dan apa yang ingin dicapai 

pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan 

dilaksanakan.  

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun 

waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi mengambarkan 

pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi 

yang dinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan 

mengerakan orang, menciptakan makna bagi kehidupan angota unit 

kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadan 

sekarang dengan keadan masa depan.  

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu: 

mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi; 

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan 

menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit 

kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehinga segenap 

jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan 

unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit 

kerja/organisasi.  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat 

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyatan misi ini, 
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diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan 

dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi 

dalam mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan misi, unit 

kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang 

berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian 

sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. 

 

1. Pernyataan Visi 

Dengan berpedoman hal-hal tersebut di atas maka Visi Dinas Koperasi, 

UKM Provinsi Sumatera Barat adalah : 

 

“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM YANG BERDAYA SAING 

SEBAGAI BASIS PEREKONOMIAN DAERAH UNTUK MENGHADAPI 

PASAR GLOBAL”  

 

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha 

koperasi dan UMKM sebagai pelaku/ subyek perekonomian rakyat sehingga 

memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan 

memungkinkan Koperasi dan UMKM mempunyai posisi tawar dalam 

memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan 

sendiri. 

Jika hal tersebut mendapat dukungan kebijakan publik yang transparan 

dan bertanggungjawab baik antar pelaku, antar sektoral, antar daerah dan antar 

gender dengan memfasilitasi UMKM dalam menjalankan usahanya dan 

mengakses sumber-sumber daya produktif, berorientasi pada pengembangan 

berbasis pasar dengan antisipasi perkembangan ekonomi global dan 

perlindungan terhadap praktek-praktek usaha curang, dilaksanakan dengan 

cara lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses secara 

sistematik dan berkelanjutan dan mampu memberikan keunggulan kompetitif.  

Berikutnya koperasi dan UMKM diharapkan akan dapat ikut serta dalam 

penumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi rakyat sehingga mampu 

memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian daerah menuju Sumatera 

Barat yang sejahtera yaitu Sumatera Barat yang memiliki masyarakat yang 
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bekerja keras, sumber daya yang besar dan hidup dalam suasana 

persaudaraan, harmoni, aman damai serta tentram. 

2. Pernyataan Misi 

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan 

diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan 

dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of 

belonging maka Dinas Koperasi,  UKM Provinsi Sumatera Barat menyatakan 

misi sebagai berikut: 

Tabel…. 

MISI SESUDAH PERUBAHAN  

NO MISI 

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 

1 Meningkatkan kualitas 

kelembagaan koperasi 

- 

2 Meningkatkan kinerja dan daya 

saing koperasi serta usaha 

simpan pinjam dan UMKM dalam 

mengelola potensi ekonomi 

Meniingkatkan kinerja dan daya 

saing koperasi dan UKM dalam 

mengelola potensi ekonomi daerah 

3 Meningkatkan kualitas pelayanan 

dan kinerja Dinas Koperasi 

UMKM 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

dan kinerja Dinas Koperasi dan 

UKM 

Sumber : Dinas Koperasi, ULM Prov. Sumbar  

 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

4.2.1. Tujuan 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi,  UKM seperti 

yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke 

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

strategis (strategic goals) organisasi.  

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai 

tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki 

indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel ,,,,,,, 

TUJUAN DAN TARGET  CAPAIAN SETELAH PERUBAHAN 

NO TUJUAN TARGET  

2021 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 

1 Meningkatnya kualitas 

kelembagaan dan organisasi 

koperasi 

Meningkatnya kualitas 

kelembagaan koperasi dan UMKM 

> 60 % 

2 Meningkatnya peran koperasi 

dan UMKM dalam 

perekonomian daerah 

- - 

3 Terwujudnya Dinas Koperasi, 

UMKM yang berkinerja baik 

Dinas Koperasi UKM berkinerja 

baik 

BB 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat 

 

4.2.2. Sasaran  

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada 

pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari 

Dinas Koperasi,  UKM Provinsi Sumatera Barat ini menggambarkan kebijakan-

kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi dan 

UMKM  yang diakibatkan  oleh kebijakan tersebut.  

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-

masing sasaran dan indikatornya yang akan diwujudkan dalam lima tahun 

mendatang (2016-2021) sebagai berikut :  
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Tabel…… 

PERUBAHAN SASARAN DAN TARGET PENCAPAIAN  

N

O 

1 

SASARAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SETELAH PERUBAHAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

SA

TU

AN 

TARGET 

16 17 1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 Meningkatnya 

koperasi 

berkualitas 

  - - - - - - - 

2 Meningkatnya 

daya saing 

dan peran 

koperasi dan 

UMKM dalam 

perekonomian 

daerah 

Meningkatny

a peran 

koperasi dan 

UKM dalam 

pertumbuhan 

ekonomi 

daerah 

Meningkatny

a nilai aset 

koperasi 

%  8,5     

   Meningkatny

a nilai omset 

koperasi 

%  7,5     

   Meningkatny

a skala 

usaha UKM 

Binaan 

%  1,2 1,

7 

2,

1 

2,

6 

3,

1 

3 Meningkatnya 

kapasitas 

organisasi 

Dinas 

Koperasi, 

UMKM 

Meningkatny

a kualitas tata 

kelola 

organisasi 

Nilai evaluasi 

akuntabilitas 

kinerja 

Kat

ego

ri 

 B B

B 

B

B 

B

B 

B

B 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

Tabel .. 
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran 

 

No TUJUAN SASARAN 

Uraian  Indikator 

1 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi dan UKM 

Meningkatnya peran 
koperasi dan UKM 

dalam pertumbuhan 
ekonomi daerah 

Meningkatnya nilai 
aset koperasi 

Meningkatnya nilai 
omset koperasi 

Meningkatnya skala 
usaha UKM Binaan 

2 
 
 

Dinas Koperasi UKM bekinerja baik Meningkaynya 
kualitas tata kelola 

Dinas Koperasi UKM 

Nilai evaluasi 
akuntabilitas kinerja 

Capaian realisasi fisik 



 

 

 49 

 

pengelolaan 
program/kegiatan 

Capaian realisasi 
keuangan 

pengelolaan 
program/kegiatan 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. … 

Pencapaian Sasaran Strategis sesuai Target Jangka Menengah  

Sasaran 

Strategis 

Indikator Sasaran Indikat

or 

Kinerja 

TARGET 

   2016 17 18 19 20 21 
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Meninfkatny

a peran 

koperasi 

dan UKM 

dalam 

pertumbuha

n ekonomi 

daerah 

Meningkatnya nilai 

aset koperasi 

 8,5% 8,5% 10 

% 

11,5

% 

13% 14,5

% 

  Koperas

i aktif 

71% 71,8 

% 

72,6

% 

73,4

% 

74,2

% 

75% 

  Jumlah 

anggota 

6% 6,25% 6,5

% 

6,75

% 

7% 7,25

% 

  Tindak 

lanjut 

rekome

ndasi 

pengaw

asan 

dan 

pemerik

saan 

- 50 

Koper

asi 

55 

Kop 

60 

Kop 

65 

Kop 

70 

Kop 

 Meningkatnya nilai 

omset koperasi 

 7,5% 7,5 % 9% 10,5

% 

12% 13,5

% 

  Pertum

buhan 

volume 

usaha 

koperas

i sektor 

riil 

      

  Pertum

buhan 

volume 

usaha 

simpan 

pinjam  

      

  Pertum

buhan 

permod
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alan 

usaha 

koperas

i  

 Meningkatnya skala 

usaha UKM 

 0,5 % 0,5% 0,6

% 

0,6

% 

0,7

% 

0,7

% 

  Mening

katnya 

usaha 

kecil 

menjadi 

usaha 

meneng

ah 

1,2% 1,2% 2% 2% 2% 2% 

  Mening

katnya 

kemitra

an 

usaha 

UKM 

5 

Kemitraa

n/Mou 

5 

Kemitr

aan/M

ou 

5 

Kem

itraa

n/M

ou 

5 

Kem

itraa

n/M

ou 

5 

Kem

itraa

n/M

ou 

5 

Kem

itraa

n/M

ou 

  Mening

katnya 

keungg

ulan 

kompeti

tif UKM 

terstand

arisasi 

40 UKM 40 

UKM 

40 

UK

M 

40 

UK

M 

40 

UK

M 

40 

UK

M 

Meningkatn

ya kualitas 

tata kelola 

organisasi 

Nilai evaluasi 

akuntabilitas kinerja 

 B B BB BB BB BB 

  Capaian 

realisasi 

fisik 

pengelo

laan 

program

/kegiata

n 

100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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  Capaian 

realisasi 

keuang

an 

pemgel

olaan 

program

/keuang

an 

95% 95% 96% 96% 97% 97% 

 

 

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 

1.3.1. Strategi dan Kebijakan 

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi 

serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang 

tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan 

pembangunan di bidang koperasi dan UKM. 

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang 

telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi Pembangunan yang merupakan arah 

yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan 

kekuatan dalam memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi tantangan/ancaman, mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan 

peluang dan mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan/ancaman 

Dalam rangka mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan 

koperasi dan UKM  di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan sasaran yang 

telah ditetapkan, beberapa strategi dan kebijakan yang secara operasional 

ditetapkan sebagai berikut : 
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Tabel. …….. 
Hubungan hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 

Strategi dan Kebijakan 
 
 

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

1 Meningkatka
n Kinerja dan 
Daya Saing 

Koperasi 
serta UKM 

Dalam 
Mengelola 

Potensi 
Ekonomi 
Daerah 

Meningkatka
n Kualitas 

Kelembagaa
n Koperasi 
dan UKM 

Meningkatny
a Peran 

Koperasi dan 
UKM Dalam 
Pertumbuha
n Ekonomi 

Daerah 

Meningkat kan 
tatakelola 

koperasi yang 
sesuai jati diri 

koperasi, 
berbasis sistem 

informasi  

Peningkatan 
penyuluhan, 

pendampingan, 
diklat serta 

pengawasan  

    Meningkatkan 
produktifitas, 
manajemen 

usaha, 
permodalan, 
pembiayaan 
anggota dan 

SDM pengelola 
dan pembina 

Koperasi 
 
 
 
 
 

Peningkatan 
kapasitas 

usaha koperasi 
pertanian, non 
pertanian dan 
aneka usaha 

serta 
kemitraan, 
promosi, 
jaringan 

pemasaran 
serta 

pemupukan 
modal sendiri 

     
Meningkatkan 

kompetensi 
manajerial, 

standarisasi dan 
perkuatan produk 

, akses 
pembiayaan dan 

pemasaran 
produk UKM 

 
 
 
 

Peningkatan 
penyelenggara

an diklat, 
pendampingan, 

fasilitasi 
standarisasi 

produk, akses 
permodalan, 

promosi, 
kemitraan serta 

pemasaran 
produk UKM 

2 Meningkatka
n kualitas 
pelayanan 
dan kinerja 

Dinas 
Koperasi, 

UKM 

Dinas 
Koperasi 

UKM 
berkinerja 

baik 

Meningkatny
a kualitas 
tata kelola 

Dinas 
Koperasi 

UKM 

Meningkatkan 
kinerja 

pencapaian fisik 
dan keuangan 
serta kepuasan 

masyarakat 

Penyempurnaa
n manajemen 

pelaporan, 
keuangan serta 

kualitas 
pelayanan 

publik 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA 

KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1.  Uraian Singkat 

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai 

implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, serta sesuai dengan Strategi dan 

Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada 

Bab V diatas, serta bedasarkan perhitungan yang realistik terhadap 

kemampuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pilihan 

program prioritas yang akan dilaksanakan. Program prioritas tersebut 

diupayakan memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan 

program lainnya yang digariskan dalam Program Pembangunan Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Sumatera Barat.  

Program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Sumatera Barat sama dengan program yang tertuang pada Renstra 

sebelum perubahan, hanya menambah beberapa kegiatan yang menunjang 

pelayanan Mess UPTD Balatkop dan PLUT, dengan kegiatan-kegiatan pokok 

yang diuraikan sebagaimana berikut :   

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan  

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain : 

a. Pembenahan koperasi tidak aktif 

b. Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan 

c. Penilaian koperasi berprestasi/koperasi award 

d. Revitalisasi kelembagaan koperasi 

e. Pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi yang tidak aktif 

f. Penilaian dan usulan tanda penghargaan bagi tokoh koperasi 

g. Sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N 

h. Penyuluhan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif 

i. Bimtek pengembangan koperasi berkualitas 

j. Sertifikasi pengelola koperasi 

k. Bimtek peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian 

l. Pelathan Teknis penghitungan Pajak bagi Koperasi 

m. Pelatihan Penilaian kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina 

n. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi 

o. Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola Koperasi 

p. Sinkronisasi program dan Kegiatan pelatihan Perkoperasian dan 

UMKM 
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q. Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi 

r. Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM 

s. Pelatihan Penataan kelembagaan Koperasi di sektor riill 

t. Pelatihan Penerapan Manajemen Resiko bagi pengurus 

KSPPS/USPPS 

u. Pelatihan Perkoperasian bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

v. Pelatihan Manajerial bagi KSP PS/USP PS 

w. Pelatihan Standar Kompentensi Riteil Koperasi 

x. Pelatihan Standar Kompetensi bagi pengelola KJK 

y. Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Aparatur 

z. Pelatihan SKU bagi Pengelola Koperasi 

aa. Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola 

Koperasi 

bb. Pelatihan Penataan Kelembagaan dan Prosedur Pengsahan Akta 

Koperasi bagi 

cc. Pelatihan Penyelenggaraan RAt bagi Pembina dan Pengurus Koperasi 

dd. 

 

Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam  

koperasi 

ee. Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin pembukaan kantor 

cabang koperasi 

ff. Penilaian Koperasi Simpan Pinjam Award 

 

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi 

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain : 

a. Pembinaan Peningkatan daya saing Koperasi/KUD sektor Pertanian 

b. Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian 

c. Peningkatan Usaha Ritail Koperasi 

d. Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pengelola Pasar dan Pengelola 

Pasar rakyat 

e. Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One 

Vilage One Product ( OVOP ) melalui Koperasi 

f. Pembinaan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar 

Koperasi ( GEMASKOP ) 

g. Pembinaan Koperasi sektor Riil menjadi Skala Besar 

h. Pembinaan Usaha Koperasi sektor Pariwisata 

i. Pembinaan Usaha Koperasi Kawasan Agrobisnis 

j. Peningkatan peranan koperasi sektor aneka usaha 

k. Peningkatan dan evaluasi permodalan koperasi 

l. Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah 
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m. Pembinaan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi 

n. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi 

o. Pembinaan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam 

koperasi 

p. Fasilitasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana 

bergulir 

q. Fasilitasi penyertaan modal pemerintah bagi koperasi 

h Optimalisasi peningkatan PAD melalui Mess UPTD Balatkop 

 

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM. 

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain : 

a. Perkuatan produk UMKM 

b. Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dilokasi sentra 

c. Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat 

d. Pembekalan ketrampilan  bagi wirausaha baru 

e. Fasilitasi pengembangan UMKM 

f. Peningkatan Sarana dan Prasarana PLUT 

g. Pengembangan Sarana dan prasarana promosi hasil produksi 

h. Partisipasi Promosi produk UMKM 

i. Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikasi halal 

j. Temu mitra UMKM 

k. Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga 

non bank 

l. Pelatihan Teknis penyusunan Proposal bagi pelaku UMKM 

m. Pelatihan Manajemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata 

n. Pelatihan pengembangan Usaha bagi UMKM 

o. Pelatihan Akuntansi bagi UMK 

p. Pelatihan AMT bagi UMK 

 

2.  PENDANAAN INDIKATIF 
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Tabel 5.1 

... 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI 

SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD 

 

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, 

pada misi ke 4 yaitu : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan 

yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah , sasaran 

yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah:  a) Meningkatnya 

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, b) 

Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, c) Meningkatnya 

usaha pertanian dengan sistem agribisnis d) Meningkatnya kesejahteraan 

petani dan nelayan, f) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya 

kelautan dan kemaritiman g) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara 

dan mancanegara, h) Menurunnya jumlah penduduk miskin, j) Menurunnya 

tingkat pengangguran terbuka, k) Menuntaskan penanganan daerah tertinggal, 

l) Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel. 6.1 
Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 

 yang mengacu pada tujuan da sasaran RPJMD 
  
 

No Indikator Sasaran 

Dinas Koperasi UKM 

Indikator 

Kinerja 

Target Akhi

r 

Tah

un 

RPJ

MD 

   2016 17 18 19 20 21  

 Meningkatnya nilai 

aset koperasi 

 8,5% 8,5% 10% 11,5

% 

13% 14,5

% 

14,5

% 
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  Koperasi 

aktif 

71% 71,8

% 

72,6

% 

73,4

% 

74,2

% 

75% 75% 

  Jumlah 

anggota 

6% 6,25

% 

6,5

% 

6,75

% 

7% 7,25

% 

7,25

% 

  Tindak 

lanjut 

rekomenda

si 

pengawasa

n dan 

pemeriksaa

n 

- 50 

Kop 

55 

Kop 

60 

Kop 

65 

Kop 

70 

Kop 

70 

Kop 

 Meningkatnya nilai 

omset koperasi 

 7,5% 7,5%

% 

9 % 10,5

% 

12% 13% 13% 

  Pertumbuh

an volume 

usaha 

koperasi 

sektor riil 

       

  Pertumbuh

an volume 

usaha 

simpan 

pinjam  

       

  Pertumbuh

an 

permodalan 

usaha 

koperasi  

       

 Meningkatnya skala 

usaha UKM 

 0,5% 0,5% 0,6

% 

0,6

% 

0,7

% 

0,7

% 

0,7

% 

  Meningkatn

ya usaha 

kecil 

menjadi 

usaha 

menengah 

1,2% 1,2% 2% 2% 2% 2% 2% 

  Meningkatn

ya 

5 

Kemi

5 

Kemi

5 

Kem

5 

Kem

5 

Kem

5 

Kem

30 

Kem
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kemitraan 

usaha UKM 

traan

/Mou 

traan

/Mo

U 

itraa

n/M

ou 

itraa

n/M

oU 

itraa

n/M

oU 

itraa

n/M

oU 

itraa

n/M

oU 

  Meningkatn

ya 

keunggulan 

kompetitif 

UKM 

terstandaris

asi 

- 40 

UKM 

40 

UK

M 

40 

UK

M 

40 

UK

M 

40 

UK

M 

160 

UK

M 

 Nilai evaluasi 

akuntabilitas kinerja 

 - B BB BB BB BB BB 

  Capaian 

realisasi 

fisik 

pengelolaa

n 

program/ke

giatan 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

  Capaian 

realisasi 

keuangan 

pemgelolaa

n 

program/ke

uangan 

95% 95% 96% 96% 97% 97% 97% 

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


